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I. UMUM 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi 

memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum di bidang kekayaan 

intelektual, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum. 

Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat 

dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. 

Beberapa Undang-Undang di bidang kekayaan intelektual 

mendelegasikan mengenai perlunya pencatatan Lisensi dalam peraturan 

pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Namun dengan pertimbangan untuk efisiensi, efektifitas, dan 

simplifikasi mengenai pencatatan perjanjian Lisensi kekayaan intelektual 

maka perlu diatur dalam 1 (satu) Peraturan Pemerintah. Pengaturan 

mengenai Lisensi hak perlindungan varietas tanaman telah diatur 

tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di bidang varietas 

tanaman. 

Perlindungan terhadap perjanjian Lisensi yang dilakukan dengan 

pencatatan dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian jika terjadi 

perselisihan dikemudian hari dan juga melindungi pihak ketiga jika 
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terkait dengan perjanjian Lisensi. Perlindungan semacam itu akan 

mendorong semangat dan kreativitas di bidang kekayaan intelektual, 

sehingga dapat dihasilkan karya kekayaan intelektual yang sangat 

diperlukan masyarakat. 

Pencatatan perjanjian Lisensi yang dilakukan dengan menggunakan 

teknologi informasi dapat memudahkan pembuatan database kekayaan 

intelektual yang telah digunakan secara komersial. Database kekayaan 

intelektual tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat promosi 

kekayaan intelektual. 

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini memuat 

substansi terkait persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian Lisensi 

di bidang hak cipta dan hak terkait, paten, merek, desain industri, desain 

tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ”peraturan perundang-undangan di 

bidang varietas tanaman” adalah Undang-Undang mengenai 

Perlindungan Varietas Tanaman dan peraturan pelaksanaannya. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “telah dihapuskan“ adalah telah 

dihapusnya hak kekayaan intelektual dari daftar umum pada 

Direktorat Jenderal berdasarkan permintaan sendiri, putusan 
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komisi banding, atau putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Istilah “telah dihapuskan” memiliki makna yang sama dengan 

istilah “telah dibatalkan” dan “telah dicabut”. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional” adalah suatu hal 

atau tindakan kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan 

budaya, pertahanan dan keamanan, kepentingan energi, 

teknologi dan kepentingan lain untuk mencapai tujuan nasional 

bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “sublisensi” adalah Lisensi yang 

diberikan oleh penerima Lisensi kepada pihak lain untuk 
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melaksanakan sebagian atau seluruh Lisensi yang dimiliki 

dengan persetujuan pemberi Lisensi. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Huruf g 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi melalui media 

elektronik dilakukan melalui laman resmi Pemerintah. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 
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Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “biaya yang telah dibayarkan” adalah 

biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”objek perjanjian Lisensi” adalah 

objek kekayaan intelektual yang diatur dalam perjanjian 

Lisensi yang masih dalam jangka waktu perlindungan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “perubahan selain sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a”, antara lain, alamat, ketentuan 

mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif 

termasuk sublisensi, jangka waktu, wilayah berlakunya 

perjanjian, dan pembatalan Lisensi. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas 

Ayat (5) 

 Cukup jelas 
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Pasal 19 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara 

Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 
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